
WALIKOTA BITUNG 
PROVINS! SULAWESI UTARA 

PERATURAN WALIKOTA BITUNG 

NOMOR 18 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BITUNG 

TAHUN ANGGARAN 2015 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BITUNG, 

Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan 
Daerah Kata Bitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan 
Peraturan Walikota Bitung tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kata Bitung Tahun Anggaran 2015 sebagai 
rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2015; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kata Bitung Tahun Anggaran 
2015; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara 
Republil< Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah beberapa kali d.iubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 2); 

12. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2014 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2015 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor 11); 

13. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Be!anja Daerah Tahun 
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2015 
Nomor 3); 

14. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah 
Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 4); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. 

Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2015 terdiri dari : 
a. Pendapatan 

1. Pendapatan Asli Daerah 
2. Dana Perimbangan 
3. Lain-lain Pendapatan yang sah 

Jumlah Pendapatan 

Rp.106.133.530.054,30 
Rp.503. 702. 709.603,00 
Rp. l 14.226.235.606,00 
Rp.724.062.475.263,30 

b. Belanja 
1. Belanja Tidak Langsung 

a) Belanja Pegawai 
b) Belanja Hibah 
c) Belanja Bantuan Sosial 
d) Belanja Bantuan Keuangan 
e) Belanja Tidak Terduga 

Jumlah Belanja Tidak Langsung 

2. Belanja Langsung 
a) Belanja Pegawai 
b) Belanja Barang dan jasa 
c) Belanja Modal 

Jumlah Belanja Langsung 
Jumlah Belanja 
Surplus/ (Defisit) 

c. Pembiayaan 
1. Penerimaan 
2. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Netto 

Rp.362.968.314. 718,00 
Rp. 24.952.432.000,00 
Rp. 196.000.000,00 
Rp. 719.174.899,00 
Rp. 371.108.658,00 
Rp. 389.207.030.275,00 

Rp. 61.634.528.449,00 
Rp.134.104.024.411,00 
Rp.171.232.907.302,00 
Rp.366.971.460.162.00 
Rp.756.178.490.437,00 
Rp. 32.116.015.173,70 

Rp. 87.812.129.257,80 
Rp. 3.748.000.000,00 
Rp. 84.064.129.257,80 

Sisa lebih pembiayaan 
Rp. 51.948.114.084,10 

anggaran 

Pasal 2 

tahun berkenaan 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 di rinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan 
realisasi anggaran. 
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Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi angg an sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tercantum dalam piran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peratu an Walikota ini. 

Pasal 5 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, emerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan p nempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Bitung. 

Ditetap di Bitung 
Pada tan al 9 Agustus 2016 

JONAS LOMBAN 

Diundangkan di Bitung 
Padatanggal 9 Agustus 2016 

t 
'--11t111:1;TtiN SILI TU NADE ANDALANGI 

BER!TA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2016 NOM R 18 

Salinan aesual dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETOmTUNG, 

WEENAS CH.NOBEL, SH,MH 
PEMBINA. TINGKAT I 

NIP: 197411112001121 003 
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